BAB 1
PENDAHULUAN

A LatarBelakang

Plato mengatakan bahwa penyelenggaraan negara yang baik ialah
didasarkan pada pengaturan hukum yang baik.! Indonesia adalah negara
hukum, ini menunjukkan di Indonesia segala sesuatunya diatur oleh peraturan
perundang-undangan. Kenyataanya banyak masyarakat berusaha melanggar
hukum pidana dengan melakukan kejahatan untuk mendapatkan hal yang ia
inginkan.

Perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana
(kepada barang siapa yang melanggar larangan tersebut), disebut perbuatan
pidana atau delik.’ Sedangkan dalam hukum pidana Islam suatu perbuatan
dinamai jarimah apabila perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian bagi
orang lain atau masyarakat baik tubuh, harta benda, keamanan, ketertiban,
tata aturan masyarakat, nama baik, perasaaan ataupun hal-hal lain yang harus
dipelihara dan dijunjung tinggi keberadaannya.’

Terkadang seseorang melakukan beberapa perbuatan pidana secara
berulang ataupun sekaligus. Perbuatan ini biasa disebut dengan samenloop
atau concursus yang artinya perbarengan tindak pidana. Concursus dapat

dirumuskan sebagai berikut:

' Titik Triwulan Tutik, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen
UUD 1945, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 6.

2 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 2.
* Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam, (Bandung: Pustaka Setia 2000), 17.
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1. Melakukan satu perbuatan dan dengan melakukan satu perbuatan itu, ia
melanggar beberapa peraturan pidana; atau

2. Seseorang melakukan beberapa perbuatan, dan tiap-tiap perbuatan itu
merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri.*

Pengaturan concursus di dalam KUHP (Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana) diatur dalam Pasal 63 sampai 71, yang terdiri dari:

1. Concursus idealis (perbarengan peraturan), dalam Pasal 63 KUHP

2. Voortgezette handeling (perbuatan berlanjut) bentuk ini diatur dalam
Pasal 64 KUHP

3. Concursus realis (perbarengan perbuatan), dalam Pasal 65 sampai 71
KUHP.

Dalam hukum pidana Islam, concursus dikenal dengan istilah
ta’addud al-Jaraim. Ta’addud al-Jaraim adalah seseorang melakukan
beberapa macam jarimah, dimana masing-masing jarimah belum mendapat
keputusan terakhir.® Gabungan hukuman dibagi menjadi dua yaitu suwariyy
dan hagigiy.’ Para fugaha membatasi teori tersebut dengan dua teori lain
yaitu nazariyyatut tadakhul dan nazariyyatul jabb. Teori nazariyyatul jabb

dipegangi oleh Imam Abu Hanafi, Malik dan Ahmad.

* Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib, Hukum Pidana, (Malang, Setara Press: 2015),172.

> HM Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib, Hukum Pidana, (Malang, Setara Press: 2015),
172.

6 Abdul Qadir Audah, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, Ahsin Sakho Muhammad Jilid
III (Jakarta: Kharisma Ilmu, 2007), 139.

7 Makrus Munajat, Dekonstruksi Hukum Pidana Islam, (Jogjakarta: Logung Pustaka,
2004), 46.



Salah satu perbuatan pidana yang mengandung unsur concursus
adalah yang terjadi di Pengadilan Negeri Tanjung Balai. Dalam putusannya
pengadilan tersebut memutuskan perkara dengan dakwaan melakukan tindak
pidana lebih dari satu, yaitu delik pembunuhan berencana dan kepemilikan
senjata api tanpa izin. Terdakwa bernama Nova Ariadi Silalahi telah
membakar sebuah mobil truck colt diesel miliknya. Di dalamnya terdapat
korban Hasan Basri alias Basri yang sebelumnya telah ditembak oleh
terdakwa dibagian kepala, tepatnya diubun-ubun korban dengan
menggunakan senjata api genggam rakitan jenis revolver.®

Berdasarkan uraian kasus di atas, terdakwa dituntut hukuman pidana
penjara selama seumur hidup oleh jaksa penuntut umum sesuai dengan
dengan Pasal 340 KUHP dan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat
Nomor 12 Tahun 1951. Majelis hakim tidak mengabulkan tuntutan jaksa
penuntut umum, hal ini dibuktikan dengan majelis hakim menjatuhkan
pidana penjara selama 18 tahun.

Kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain itu oleh KUHP yang
dewasa ini berlaku telah disebut sebagai pembunuhan.’ Delik pembunuhan
diatur dalam KUHP dimuat pada BAB XIX. Secara umum bentuk kejahatan
pembunuhan dapat dikelompokkan menjadi dua jenis yaitu:

1. Tindak pidana pembunuhan karena kealpaan

¥ Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 118/Pid.B/2015/Pn.Tjb, 49.
’ Lamintang dan Theo Lamintang, Kejahatan Terhadap Nyawa dan Tubuh, (Jakarta:
Sinar Grafika, 2010), 1.



2. Tindak pidana pembunuhan dengan sengaja.'’

Delik kepemilikan senjata api tanpa izin secara khusus diatur
dalam Undang-Undang DRT No. 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api
dan Bahan Peledak. Pasal 1 ayat (1) dari undang-undang tersebut
mengatakan bahwa:

Barang siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat,
menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan,
menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai
dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan,
mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api,
amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau
hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-
tingginya dua puluh tahun.'’

Dalam hukum pidana Islam yang dimaksud dengan kepemilikan
senjata api tidak didefinisikan secara khusus. Namun pada intinya Islam
memerintahkan pada umatnya untuk menebarkan rasa aman pada jiwa orang
lain dan tidak menyusahkan, meresahkan atau bahkan menyakiti bagi sesama

umat manusia. Hal ini sebagaimana hadist Nabi Muhammad saw:
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Artinya: dari Abu Hurairah, dari Rasulullah Saw. Beliau bersabda, “orang
muslim adalah orang yang bisa menjaga lisan dan tangannya dari menyakiti
muslim lainnya. Sedangkan orang beriman adalah memberikan rasa aman
pada darah dan harta manusia.'?

10 Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib, Hukum Pidana..., 107.

" Undang-Undang DRT Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api dan Bahan Peledak

12 Amir Ala’uddin Ali Bin Balban Al F arisi, Shahih Ibnu Hibban Bi Tartil Ibni Balban
Al Farisi, Mujahidin Muhayan Jilid I, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 464.



Dalam hukum pidana Islam, pembunuhan termasuk dalam jarimah
gisas. Dasar hukum gisas dari Al-Qur’an terdapat dalam QS. al-Maidah ayat

45, yang berbunyi:
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Artinya: Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat)
bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan
hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada
kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan
hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan
perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-
orang yang zalim.'*

Perbuatan ini termasuk dilarang oleh Allah dan hukumannya berat
seperti yang dijelaskan dalam Surah al-Maidah di atas. Demikian beratnya
akibat dari pembunuhan, maka Allah memberi hukuman mati sebagai
hukuman yang setimpal dengan perbuatan pembunuhan.

Dalam persoalan gisas, niat pelaku dapat menentukan macam-
macam pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang.'’ Penggolongan
Jjarimah pembunuhan menjadi tiga macam kategori yaitu:

1. Pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja

2. Pembunuhan tidak sengaja karena kesalahan

3. Pembunuhan semi sengaja.'®

13 Ahmad Mustafa Al Maraghi, Tafsir al-Maraghi, Il (Semarang: Penerbit Toha Putra,
1993), 57.

' Kementerian Agama RI,A/-quran dan tafsimya, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 404.

'3 Jaih Mubarok dan Enceng Aril Faizal, Kaidah Figh Jinayah, (Jakarta: Pustaka Bani
Quraisy: 2004), 5-6.



Dari latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas,
penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut sebagai tema
skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan
Hakim No. 118/Pid.B/2015/Pn.Tjb Tentang Delik Pembunuhan Berencana

dan Kepemilikan Senjata Api Tanpa Izin”.

B Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka

penulis mengidentifikasi permasalahan yang muncul di dalamnya, yaitu:

1. Marak terjadinya delik concursus

2. Delik concursus menurut hukum pidana Islam

3. Terjadinya delik pembunuhan berencana dan kepemilikan senjata api
tanpa izin

4. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap delik concursus pembunuhan
berencana dan kepemilikan senjata api tanpa izin

5. Dasar hukum pertimbangan hakim terhadap delik concursus pembunuhan
berencana dan kepemilikan senjata api tanpa izin

6. Putusan hakim tentang delik pidana pembunuhan berencana dan

kepemilikan senjata api tanpa izin

16 Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 117.
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Batasan Masalah
Berdasarkan identifikasi di atas, maka ditetapkan batasan masalah
yang perlu dikaji. Studi dibatasi pada batasan masalah:
1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim pada delik concursus
pembunuhan berencana dan kepemilikan senjata api tanpa izin.
2. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hukum hakim pada
delik concursus pembunuhan berencana dan kepemilikan senjata api

tanpa izin pada putusan.

Rumusan Masalah
Agar lebih praktis dan operasional maka permasalah di dalam studi
ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim pada delik pembunuhan
berencana dan kepemilikan senjata api tanpa izin pada putusan Nomor
118/Pid.B/2015/Pn.Tjb?

2. Bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hukum
hakim pada delik pembunuhan berencana dan kepemilikan senjata api

tanpa izin pada putusan Nomor 118/Pid.B/2015/Pn.Tjb?

Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada penelitian dimaksudkan untuk mengetahui
penelitian lain yang dilakukan oleh peneliti dengan tujuan untuk
mendapatkan gambaran mengenai pembahasan dan topik yang akan diteliti

dengan penelitian yang sejenis yang mungkin pernah dilakukan peneliti



sebelumnya sehingga diharapkan tidak ada pelanggaran materi secara

mutlak.

Dalam penelusuran awal, sampai saat ini penulis menemukan
penelitian atau tulisan yang sedikit kemiripan dalam penelitian yang
dilakukan penulis, diantaranya yaitu penelitian :

1. Skripsi yang ditulis oleh Ikrima Faton (2014) yang berjudul “Analisis
Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana
Senjata Tajam”.!” Dalam skripsi ini pembahasannya terfokus pada
penggunaan senjata tajam, sedangkan yang penulis teliti terfokus pada
senjata api dan disertai dengan perbarengan tindak pidana pembunuhan
berencana.

2. Skripsi yang ditulis oleh Muthmainna (2015) yang berjudul “Tinjauan
Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api oleh Oknum
Mahasiswa”.'® Skripsi ini lebih fokus pada penelitian senjata api ditinjau
dalam hukum positif. Hal ini sangat berbeda dengan yang diteliti oleh
penulis karena penulis lebih fokus pada hukum pidana Islam.

3. Skripsi yang ditulis oleh Subairi Chasen (2014) yang berjudul “Tinjauan
Fikih Jinayah Tentang Perbarengan Tindak Pidana Antara Pembunuhan
Berencana dan Pencurian Dengan Kekerasan Di Pengadilan Negeri

Bangkalan” penelitian ini terfokus pada perbarengan tindak pidana

"7 Ikrima Faton, “Analisis Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap
Tindak Pidana Senjata Tajam” (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014), 11.

' Muthmainna, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api
oleh Oknum Mahasiswa” (Skripsi--Universitas Hasanuddin, Bandung, 2015), 3.



(concursus) pembunuhan di sertai dengan pencurian.'” Dalam skripsi
yang diteliti oleh Subairi Chasen memaparkan konkritnya ketentuan
perbarengan itu mengatur dan menentukan mengenai cara menyidangkan
atau memeriksa (meyelesaikan) perkara dan cara atau sistem penjatuhan
pidananya. Perbedaan dengan penelitian yang penulis teliti ialah terletak
pada objek yang mana concursus yang diteliti oleh peneliti berkaitan
dengan senjata api tanpa izin dan pembunuhan berencana dalam hukum
pidana Islam termasuk fa’zir dan gisas sedangkan yang ditulis oleh
Subairi lebih menekankan pada jarimah gisas. Subairi Chasen dalam
penelitiannya hanya menjelaskan bahwa objek yang ia teliti masuk dalam
delik concursus, namun tidak dijelaskan jenisnya. Karena delik concursus
terdapat banyak jenis dan pengaturannya dalam KUHP.

Sedangkan dalam penelitian yang diteliti oleh penulis banyak
memaparkan jenis-jenis concursus yang diatur pada KUHP. Delik
pembunuhan berencana dan kepemilikan senjata api tanpa izin termasuk
dalam jenis concursus realis (perbarengan perbuatan) yang diatur dalam

Pasal 65 KUHP.

F Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang

ingin dicapai penulis antara lain:

YSubairi Chasen, “Tinjauan Fikih Jinayah Tentang Perbarengan Tindak Pidana Antara
Pembunuhan Berencana Dan Pencurian Dengan Kekerasan Di Pengadilan Negeri Bangkalan”
(Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014), 3-5.
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1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim pada delik pembunuhan
berencana dan kepemilikan senjata api tanpa izin pada putusan No.
118/Pid.B/2015/Pn.Tjb.

2. Untuk mengetahui analisis hukum pidana Islam terhadap pertimbangan
hukum hakim pada delik pembunuhan berencana dan kepemilikan

senjata api tanpa izin pada putusan No. 118/Pid.B/2015/Pn.Tjb.

Kegunaan Hasil Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian, penulis ingin mempertegas kegunaan
hasil penelitian yang ingin dicapai dalam skripsi ini sekurang-kurangnya
dalam dua aspek, yaitu:
1. Aspek Teoritis (Keilmuan)

Dari segi praktis hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai
bahan acuan atau masukan pengembangan ilmu pengetahuan tentang
tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan hakim No.
118/Pid.B/2015/PN.Tjb tentang delik pembunuhan berencana dan
kepemilikan senjata api tanpa izin bagi Fakultas Syariah dan Hukum.
Selain itu dapat dijadikan perbandingan dalam penyusunan penelitian
selanjutnya.

2. Aspek Praktis (Terapan)

Secara penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih

pemikiran serta pengetahuan yang bermanfaat untuk masyarakat yang

awam tentang tentang hukum pidana Islam terhadap penerapan hukum
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pada delik pembunuhan berencana dan kepemilikan senjata api tanpa

izin.

H Definisi Operasional

8.

1. Hukum pidana Islam: hukum yang membahas berbagai masalah kejahatan

dalam Islam.?°

2. Delik: suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan

sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut
dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan

sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.?’

3. Pembunuhan berencana: Kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain

yang telah direncanakan terlebih dahulu.*?

4. Kepemilikan senjata api tanpa izin: tanpa hak memasukkan ke Indonesia

membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba
menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya
atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut,
menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia

sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak.”’

. Putusan hakim Nomor 118/Pid.B/2015/PN.Tjb: pernyataan hakim yang

diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka dengan Nomor Putusan 118

20 M. Nurul Irfan dan Masyrofah, Figh Jinayah, (Jakarta: Amzah, 2013), v.
2l Leden Merpaung, Asas Teori Praktik Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005),

22 Lamintang Dan Theo Lamintang, Kejahatan Terhadap Nyawa dan Tubuh, (Jakarta:

Sinar Grafika, 2010), 1.

3 Undang-Undang DRT Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api dan Bahan Peledak
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Pidana Biasa Tahun 2015 Pengadilan Negeri Tanjung Balai, yakni

pembunuhan berencana dan kepemilikan senjata api tanpa izin.

I Metode Penelitian

Dalam hal untuk menemukan dan mengembangkan suatu ilmu yang
bersifat objektif, maka harus menggunakan metode penelitian untuk
memperoleh dan mengumpulkan data yang mendukung. Kemudian data
tersebut dianalisis secara sistematis berdasarkan ilmu pengetahuan yang ada.

1. Jenis Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research), yaitu
penelitian  yang  dilaksanakan dengan  menggunakan literatur
(kepustakaan) baik dari buku maupun jurnal.** Bertujuan untuk
mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam
material seperti buku-buku hukum, jurnal, dokumen atau arsip hukum dan

literatur yang berkaitan atau relevan dengan objek penelitian.

2. Pendekatan Penelitian
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan

kasus. Pendekatan kasus menggunakan putusan hakim sebagai sumber

bahan hukum.?’

24 M Igbal Hasan, Pokok Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasi, (Jakarta:
Ghalia Indonesia, 2002), 11.

3 Dyad Octorina Susanti dan A’an Efendi, Penelitian Hukum: Legal Research, (Jakarta:
Sinar Grafika, 2014), 119.
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3. Sumber Data
Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:
a. Sumber Data Primer : Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai
Nomor Putusan 118/Pid.B/2015/Pn.Tjb.
b. Sumber Data Sekunder
Pustaka terkait dengan penelitian, data-data pendukung yang berasal
dari buku-buku maupun literatur lain, meliputi:
1) Undang-Undang DRT Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api
dan Bahan Peledak
2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
3) Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib, Hukum Pidana.
4) Makrus Munajat, Dekonstruksi Hukum Pidana Islam.

5) Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data, yang digunakan penulis adalah
identifikasi dari literatur. Yaitu penggalian bahan-bahan pustaka yang
berhubungan dengan pembahasan. Bahan-bahan literatur yang digunakan
adalah buku-buku yang ditulis oleh para ahli hukum dalam bidang hukum
pidana di Indonesia dan hukum hukum pidana Islam.

Selain itu juga menggunakan teknik dokumentasi. Dokumentasi
adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan pada

subjek penelitian, namun melalui dokumen, atau dilakukan melaui berkas
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yang ada.’® Dokumen yang diteliti adalah putusan Pengadilan Negeri
Tanjung Balai Nomor 118/Pid.B/2015/Pn.Tjb. tentang tindak pidana

kepemilikan senjata api tanpa izin dan pembunuhan.

5. Teknik Pengolahan Data
Semua data yang terkumpul kemudian diolah dengan cara sebagai
berikut:

a. Editing, yaitu pemeriksaan kembali terhadap semua data yang telah
diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kevalidan, kejelasan
makna, keselarasan dan kesesuaian antara data primer maupun data
sekunder.?’

b. Clasification yaitu membeda-bedakan dan memilih data, agar data
tersebut lebih jelas antara data variabel yang satu dengan data
variable yang lain.

c. Organizing yaitu menyusun data dan membuat sistematika
pemaparan yang digunakan untuk mengisi kerangka pemikiran yang
sedang direncanakan.

d. Analyzing yaitu melakukan analisis lanjutan secara kualitatif
terhadap hasil pengorganisasian dengan menggunakan kaidah, teori,
dan dalil yang sesuai, sehingga diperoleh kesimpulan sebagai

pemecahan dari rumusan masalah yang ada.

26 M Igbal Hasan, Pokok Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasi..., 87.
27 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, (Jakarta: PT. Sinar Grafika,
1996), 50.
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6. Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan menganalisis data penelitian ini adalah
deskriptif analisis. Yaitu dengan cara menggambarkan teori dan
kronologi serta menganalisis hukuman sesuai dengan hukum pidana
Islam. Metode deduktif, yaitu berpangkal dari prinsip-prinsip dasar
kemudian menghadirkan objek yang hendak diteliti. Berpangkal dari
prinsip-prinsip umum menuju prinsip-prinsip khusus. Metode ini
digunakan untuk menganalisis data tentang kasus tersebut dan apa yang
menjadi dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara
serta pendapat para pakar yang bersifat umum kemudian ditarik
kesimpulan yang bersifat khusus mengenai putusan Pengadilan Negeri
Tanjung Balai tentang perbarengan tindak pidana (concursus) delik

kepemilikan senjata api tanpa izin dan pembunuhan.

J Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan masalah yang ada dalam
penelitian ini dan agar dapat dipahami permasalahannya secara
sistematis, maka pembahasannya disusun dalam setiap bab yang masing-
masing bab mengandung sub bab, sehingga menggambarkan keterkaitan
yang sistematis. Untuk selanjutnya sistematika pembahasannya disusun
sebagai berikut:

BAB I : Merupakan pendahuluan yang menjadi pengantar isi skripsi. Oleh

karena itu dalam bab pertama dibahas mengenai: latar belakang



BAB II

BAB 1II :

16

masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian,
kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian

dan sistematika pembahasan.

: Menjelaskan landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini,

yang terbagi menjadi tiga sub bab yaitu menguraikan tentang
teori concursus dalam hukum positif dan hukum pidana Islam,
pembunuhan menurut hukum positif dan hukum pidana Islam,
dan kepemilikan senjata api tanpa izin menurut hukum positif
dan hukum pidana Islam.

Memuat deskripsi tentang putusan Nomor 118/Pid.B/2015/
Pn.Tjb, yang terbagi menjadi tiga sub bab yaitu mulai dari
gambaran singkat tentang Pengadilan Negeri Tanjung Balai,
deskripsi kasus dan pertimbangan hukum hakim pada putusan

Nomor 118/Pid.B/2015/Pn.Tjb .

BAB IV : Memuat jawaban dari rumusan masalah yaitu dasar hukum

Bab V :

pertimbangan hakim pada delik pembunuhan berencana dan
kepemilikan senjata api tanpa izin pada putusan Nomor
118/Pid.B/2015/Pn.Tjb dan analisis hukum pidana Islam
terhadap pertimbangan hukum hakim pada delik pembunuhan
berencana dan kepemilikan senjata api tanpa izin pada putusan
Nomor 118/Pid.B/2015/Pn.Tjb.

Bab ini merupakan penutup, yang berisi kesimpulan dan saran

dari penelitian ini.



